BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22| TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Menimbang

Mengingat

PENYELENGGARAAN PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 dan

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah, serta dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat yang mudah, murah, cepat, ramah dan
fleksibel, serta guna mewujudkan pelayanan prima
(service excellent) khususnya dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan sektor pendidikan, maka perlu
menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur dalam suatu sistem perizinan yang efektif dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar
Pelayanan dan  Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Sektor Pendidikan pada
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Sektor Pendidikan pada Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran [I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan
Lampiran VI yang masing-masing merupakan bagian yang tidak

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021
tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor
13);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2021 Nomor 94);

Surat Edaran  Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Standar Pelayanan dan Standar Operasional

sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati ini meliputi
pelayanan sebagai berikut:

1.
2.

3.

Standar

Pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal;
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
wajib  dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan

Prosedur



KEEMPAT

KELIMA

digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparatur pengawasan dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 503/1125 Tahun 2022 tentang Penetapan
Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah
Tinggi dan Tinggi Pada Aplikasi Online Single Submission Risk
Based Approach Sektor Pendidikan dan Kebudayaan di
Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO | JABATAN PARAF Ditetapkan di Purwokerto
1. | Sekda & A./’ pada tanggal 14 MAY 2025
2. | Plt. Asmin L BUPATI BANYUMAS,
3. | Kabag Hukum L §
4. | Kepala DPMPTSP \M P—— %/7»
5. | Kabid PPM Sekko v —
Kesra /
6. |JF. PP Ahli Madya |/ ‘\ SADEWO TRI LASTIONO
|



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR &2l TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR  PELAYANAN DAN  STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

85491 Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan;

85492 Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Swasta,

85493 Pendidikan Bahasa Swasta;

85494 Pendidikan Kesehatan Swasta;

85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta;

85498 Pendidikan Kerajinan Dan Industri;

85410 Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi;

85420 Pendidikan Kebudayaan,

85497 Pendidikan Teknik Swasta (Ruang Lingkup Selain Usaha Jasa
Pendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Ketenagalistrikan);

85499 Pendidikan Lainnya Swasta (Ruang Lingkup Selain Lembaga
Pendidikan Yang Melakukan Pelatihan Bagi Personel Bandar Udara;
Personel Pesawat Udara Selain Pilot; Personel Navigasi Penerbangan;
Personel Pengamanan Penerbangan; Instruktur Keamanan Penerbangan,
Dan Inspektur Keamanan Penerbangan; Personel Penanganan Barang
Berbahaya (Dangerous Goods); Serta Personel Fasilitas Keamanan

Penerbangan Dan Manajer Keamanan Penerbangan.

Service point
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Persyaratan A. PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

1. Surat Permohonan Pendirian Kepada Kepala
DPMPTSP Kabupaten Banyumas.
2. Dokumen lainnya :
a. Persyaratan administrasi
- Kesesuaian tata ruang
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Dokumen lingkungan

Persetujuan lalulintas

Persetujuan Bangunan Gedung

Fotocopy KTP Pendiri;

Susunan pengurus dan rincian tugas
Surat keterangan domisili dari kepala
desa/ lurah

Fc. Buku Rekening Tabungan

Keterangan kepemilikan atau kuasa
penggunaan tempat pembelajaran selama
3 (tiga) tahun.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum,
melampirkan surat penetapan badan
hukum dari kementerian di bidang
hukum

b. Persyaratan teknis
Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan
dengan mengacu Standar Nasional
Pendidikan, antara lain :

Visi dan misi;

Kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP)

Sasaran usia peserta didik

Pendidik dan tenaga kependidikan;
Sarana dan prasarana

Struktur organisasi Pembiayaan
Pengelolaan;

Peran serta masyarakat; dan

Rencana pentahapan pelaksanaan
pengembangan selama 5 (lima) tahun.

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

B. PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

1. Penutupan satuan pendidikan Nonformal
dilakukan apabila:

a.

Satuan Pendididikan Nonformal tidak lagi
memenuhi persyaratan pendirian satuan
pendidikan nonformal;

Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak
menyelenggarakan program pendidikan
nonformal 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. Penutupan satuan pendidikan nonformal
diikuti dengan:

a.

Penyaluran/pemindahan peserta didik
kesatuan pendidikan nonformal lain yang
menyelenggarakan program, jenjang dan
jenis yang sama,

. Penyerahan dokumen penyelenggaraan

pendidikan nonformal;

Penyerahan aset milik satuan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan oleh
masyarakat diatur oleh pendiri.
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Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

. Pemohon Mengajukan Permohonan

(Pendirian/penutupan) Izin Satuan Pendidikan
Nonformal ke DPMPTSP Kab. Banyumas;

. Front Offce DPMPTSP Menerima surat

permohonan (pendirian/penutupan) dan

memastikan kelengkapan berkas permohonan

melaui uji administrasi. Apabila berkas
administrasi belum lengkap petugas FO
mengembalikan berkas kepada pemohon untuk
dilengkapi:

a. Permohonan dinyatan lengkap, maka akan
diterima dan diverifikasi oleh Petugas BO
DPMPTSP

b. Permohonan dinyatakan belum lengkap

Permohonan dikembalikan ke Pemohon dengan
catatan kekurangannya;

. Back Office DPMPTSP Menerima surat

permohonan(pendirian/penutupan) beserta

kelengkapan persyaratannya dan melakukan

verifikasi :

a. Permohonan dinyatan lengkap dan benar,
maka akan mengajukan Surat Permohonan
Rekomtek yang ditandatangani Kepala
DPMPTSP

b. Permohonan dinyatakan belum lengkap dan
benar permohonan dikembalikan ke
Pemohon dengan catatan kekurangannya.

. Kasi Pada DINDIK menerima dan memeriksa draf

rekomendasi teknis (pendirian/penutupan)

Satuan Pendidikan Nonformal dan apabila:

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Kasi DINDIK
akan menyetujui guna diteruskan pada
Kabid;

b. Draf dinyatakan belum sesuai, maka
dikembalikan pada Pelaksana DINDIK
dengan memberikan catatan PERBAIKAN.

. Kabid pada DINDIK Menerima dan memeriksa

draft rekomendasi teknis

(pendirian /penutupan)Satuan Pendidikan

Nonformal dan apabila:

a. Draf dinyatakan belum sesuai, maka
dikembalikan kepada Pelaksana DINDIK
dengan memberikan catatan PERBAIKAN;

b. Draf dinyatakan sesuai maka akan di paraf
dan diteruskan ke Sekretaris DINDIK.

. Sekretaris DINDIK Menerima dan memeriksa

draf rekomendasi teknis (pendirian/penutupan)

izin Satuan Pendidikan Nonformal, dan apabila:

a. Draf rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan sesuai,
maka Sekretaris DINDIK akan menyetujuinya
guna diteruskan kepada Kepala DINDIK
untuk ditandatangani/disahkan;
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10.

11.

12.

b. Draf rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan tidak
sesuai, maka Sekretaris DINDIK akan
mengembalikan ke pelaksana DINDIK dengan
memberikan catatan PERBAIKAN.

. Kepala DINDIK Menerima dan memeriksa draf

rekomendasi teknis (persetujuan/penolakan)

Satuan Pendidikan Nonformal, dan apabila:

a. Draf rekomendasi teknis dinyatakan sesuai,
maka Kepala DINDIK akan
Menandatangani/mengesahkan guna
dikirimkan kepada Kepala DPMPTSP;

b. Draf Rekomtek dinyatakan belum sesuai,
maka dikembalikan kepada Pelaksana
DINDIK dengan memberikan catatan
PERBAIKAN.

Kepala DPMPTSP Menerima Rekomendasi Teknis

(persetujuan/penolakan) izin
(pendirian/penutupan) Satuan Pendidikan
Nonformal guna memberikan disposisi
penerbitan (SK izin /penolakan) satuan

pendidikan nonformal,

. Petugas Back Office DPMPTSP Menerima

Disposisi Pembuatan surat (SK
izin / penolakan)(pendirian /penutupan) Satuan
Pendidikan Nonformal guna diajukan

persetujuan oleh Kabid PPM Sekko Kesra,;

Kabid PPM Sekko Kesra Menerima dan

memverifikasi draf (Izin/penolakan) Satuan

Pendidikan Nonformal dan apabila:

a. Draf dinyatakan telah sesuai, maka Kabid
PPM Sekko Kesra akan memberikan
persetujuan dan diajukan kepada Seretaris
DPMPTSP;

b. Draf dinyatakan belum sesuai, maka Draf
izin akan dikembalikan kepada Back Office
DPMPTSP dengan catatan PERBAIKAN;

Sekretaris DPMPTSP Menerima dan memeriksa

Draft (izin/penolakan) Satuan Pendidikan

Nonformal oleh dan apabila:

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Sekretaris
DPMPTSP  akan menyetujuinya guna
diteruskan kepada Kepala DPMPTSP untuk
ditandatangani/disahkan;

b. Draf dinyatakan belum sesuai, maka
dikembalikan kepada Back Office DPMPTSP
dengan memberikan catatan PERBAIKAN.

Draf Kepala DPMPTSP Menerima dan

memeriksa draf (Izin/penolakan) Satuan

Pendidikan Nonformal dan apabila:

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Kepala
PMPTSP akan
menandatangani/mengesahkan guna
diserahkan ke Back Office DPMPTSP;
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13.

14.

15.

b. Draft dinyatakan belum sesuai, maka
dikembalikan kepada Back Office DPMPTSP
dengan memberikan catatan PERBAIKAN

Back Offic DPMPTSP Menerima (SK izin/surat

penolakan) Satuan Pendidikan Nonformal yang

telah ditandatangani Kepala DPMPTSP, dan
melakukan penyerahan dengan cara:

a. Diambil secara langsung melalui Front Office

DPMPTSP;

b. Dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan

metode COD.

Pengiriman (SK izin/surat penolakan) Satuan

Pendidikan Nonformal yang telah

ditandatangani Kepala DPMPTSP,

Pelaku usaha Menerima (SK Izin/Surat

Penolakan) (Pendirian /Penutupan) Satuan

Pendidikan Nonformal.

3. | Jangka waktu 30 hari kalender
pelayanan
4. | Biaya / Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis)
5. | Produk Layanan 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Nonformal
6. | Penanganan 1. Secara langsung melalui help desk dengan
pengaduan, nomor telpon (0281) 7775030 atau nomor
saran, dan WhatsApp 085292472536,
masukan/ 2. Tulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada
apresiasi Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas
3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu:
- Nomor WhatsApp dan SMS melalui
- 08112626116
- Instagram, facebook, dan aplikasi X pada akun
@Aduan Banyumas
- Melalui faximili (0281)624521
- Melalui email dengan alamat
dpmpptsp.banyumaskab@gmail.com
- Melalui website dpmptsp.banyumaskab.go.id
atau mpp.banyumaskab.go.id
- Melalui Instagram dengan akun
@dpmptsp_banyumas atau @mpp_banyumas
- Melalui facebook dengan alamat Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.
Komponen Manufacturing
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Bupat Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan.

Sarana dan
Prasarana, dan/
Fasilitas

. Ruang tunggu yang representatif dengan

dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang
bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, free
charger hand phone, televisi

Ruang Rapat

Lemari Dokumen

Komputer ,Printer & Scanner

Telephone & Fax

Alat tulis kantor

Jaringan Internet

Area Parkir

Mushola

. Kantin
1. Toilet

Kompetensi
Pelaksana

1.

e S

Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa,
sopan dan santun);

Menguasai Standar Operasional Prosedur;
Memiliki pengetahuan tentang perundang-
undangan terkait standar pelayanan minimun
dan informasi public;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
Memiliki kemampuan kerjasama tim,;

Mampu mengoperasikan computer;

Mampu dan memahami penggunaan aplikasi
OSS dan aplikasi lainnya.
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Pengawasan 1:
Internal
2
3.

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
penting;

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang
dapat dipantau secara langsung di ruang kerja
Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.

Jumlah Pelaksana

6 (enam) orang

Jaminan 1.
Pelayanan
2.
3

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan
sesuai dengan kompetensinya;

Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah,

teliti, cekatan /responsif,komunikatif, sopan dan
santun.

Jaminan 1.
Keamanan dan

Produk layanan dijamin dengan menggunakan
tanda tangan elektronik yang sudah

Keselamatan mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi
Pelayanan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan,
pungutan liar dan suap.

Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei

Pelaksana Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan
hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu
bulan sekali;

2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang
dilaksanakan secara periodic;

3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari
atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan.

NO JABATAN PARAF
. BUPATI BANYUMAS,
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 22\ TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN SEKTOR
PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN
PENDIDIKAN USIA DINI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

- 85133 Pendidikan Kelompok Bermain;

- 85134 Pendidikan Taman Penitipan Anak;

- 85139 Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya,;

- 85132Pendidikan
Athfal/Bustanul Athfal (Ruang Lingkup Taman Kanak-Kanak Yang
Dikelola Oleh Swasta);

- 85135 Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa

Taman Kanak-kanak Swasta /Raudatul

Service point
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Persyaratan A. PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI
1. Surat Permohonan Pendirian Kepada
DPMPTSP Kabupaten Banyumas.
2. Dokumen lainnya :
a. Persyaratan administrasi
- Fotocopy identitas pendiri
- Surat keterangan domisili
- Susunan pengurus dan rincian tugas
- Kesesuaian tata ruang
- Dok.lingkungan
- Rek. Lalu lintas
- PBG
b. Persyaratan teknis
- Hasil penilaian kelayakan
1. Dokumen hak milik, sewa tau pinjam
pakai atas tanah dan
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bangunan yang akan digunakan.

2. Fotokopi akta notaris dan surat
penetapan badan hukum dalam
bentuk yayasan, perkumpulan, atau
badan lain sejenis dari kementerian
bidang hukum atas nama pendiri
atau induk organisasi pendiri disertai
surat keputusan yang menunjukan
adanya hubungan dengan organisasi
induk; dan

3. Data mengenai perkiraan
pembiayaan untuk kelangsungan
satuan pendidikan paling sedikit 1
(satu) tahun pembelajaran.

4. Rencana Induk Pengembangan
Sekolah (RIPS) yang memuat antara
lain :

- Visi dan misi;

- Kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP)

- Sasaran usia peserta didik

- Pendidik dan tenaga
kependidikan;

- Sarana dan prasarana

- Struktur organisasi

- Pembiayaan

- Pengelolaan;

- Peran serta masyarakat; dan

- Rencana pentahapan pelaksanaan
pengembangan selama 5 (lima)
tahun

5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

B. PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN USIA

1.

DINI

Perubahan satuan pendidikan wusia dini
berupa:

a. Perubahan nama;

b. Perubahan bentuk;

c. Perubahan pendiri antarmasyarakat;

d. Perubahan status; dan/ atau

e. Perubahan lokasi.

. Surat Permohonan Perubahan Pendirian

Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas melalui DPMPTSP Kabupaten
Banyumas.

. Dokumen lainnya :

a. Berita acara perubahan nama dan
keputusan pengurus / pengelola satuan
Pendidikan Usia Dini;
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b. Persyaratan administrasi
- Fotocopy identitas pendiri
- Surat keterangan domisili dari kepala

desa/ lurah

- Susunan pengurus dan rincian tugas

c. Persyaratan teknis
- Hasil penilaian kelayakan

1) Dokumen hak milik, sewa tau
pinjam pakai atas tanah dan
bangunan yang akan digunakan.
Fotokopi akta notaris dan surat atau
badan lain sejenis dari kementerian
bidang hukum atas nama pendiri
atau induk organisasi pendiri disertai
surat keputusan yang menunjukan
adanya hubungan dengan organisasi
induk; dan

2) Data mengenai perkiraan
pembiayaan untuk kelangsungan
satuan pendidikan paling sedikit 1
(satu) tahun pembelajaran

4. Rencana Induk  Pengembangan
Sekolah (RIPS) yang memuat antara
lain :

- Rencana Visi dan misi;

- Kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP)

- Sasaran usia peserta didik

- Pendidik dan tenaga

- kependidikan;

- Sarana dan prasarana

- Struktur organisasi

- Pembiayaan

- Pengelolaan;

- Peran serta masyarakat; dan

- Rencana pentahapan
pelaksanaan pengembangan
selama S (lima) tahun

C. PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA

DINI dilakukan apabila :

a. Sudah tidak lagi menyelenggarakan
kegiatan layanan pendidikan usia dini;
dan/ atau

b. Tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
Penutupan satuan pendidikan usia dini
diikuti dengan:

1) Penyaluran/ pemindahan peserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan
kepada satuan pendidikan usia dini lain
yang sejenis;
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2) Penyerahan sumber daya milik negara
dan dokumen lainnya kepada kepala
dinas;

3) Penyerahan aset milik satuan
pendidikan usia dini yang
diselenggarakan oleh masyarakat dapat
diserahkan kepada satuan pendidikan
usia dini lainnya yang ditentukan oleh
penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

. Pemohon Mengajukan Permohonan Izin

(Pendirian /perubahan/penutupan) Satuan
Pendidikan Usia Dini;

. Front Office DPMPTSP Menerima surat

permohonan(pendirian /perubahan/penutupan

) dan memastikan kelengkapan berkas

permohonan melaui uji administrasi;

a. Permohonan dinyatan lengkap, maka akan
diterima dan diverifikasi oleh Petugas Back
Office DPMPTSP.

b. Permohonan dinyatakan belum lengkap
Permohonan dikembalikan ke Pemohon
dengan catatan kekurangannya.

. Back office DPMPTSP Menerima surat

permohonan(pendirian/perubahan/penutupan

) dan memastikan kelengkapan berkas

permohonan melaui uji administrasi;

a. Permohonan dinyatan lengkap, maka akan
diterima dan diverifikasi oleh Petugas Back
Office DPMPTSP.

b. Permohonan dinyatakan belum lengkap
akan dikembalikan ke pemohon dengan
catatan kekurangannya.

. Kepala DPMPTSP menandatangani surat

permohonan rekomendasi teknis
(pendirian /perubahan /penutupan) yang
kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas;

Pelaksana DINDIK menerima surat
permohonan rekomendasi teknis
(pendirian /perubahan /penutupan) Satuan

Pendidikan Usia Dini dari Kepala DPMPTSP
Kabupaten Banyumas kemudian menyusun
draf rekomendasi teknis;

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Kasi pada
DINDIK  akan menyetujuinya guna
diteruskan kepada Kabid DINDIK;

b. Draf rekomendasi teknis dinyatakan belum
sesuai, maka  dikembalikan kepada
Pelaksana DINDIK dengan memberikan
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catatan PERBAIKAN.

5. Kasi pada DINDIK menerima draf rekomendasi
teknis (pendirian /perubahan/penutupan)
Satuan Pendidikan Usia Dini dari pelaksana
DINDIK apabila:

a. Draf rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan
sesuai, maka Kasi DINDIK akan
menyetujuinya guna diteruskan kepada
Kabid DINDIK;

b. Draft rekomendasi teknis dinyatakan belum
sesuai, maka draf dikembalikan kepada
Pelaksana DINDIK dengan memberikan
catatan PERBAIKAN.

6. Kabid DINDIK Menerima dan memeriksa draf
rekomendasi teknis (persetujuan
penolakan)(pendirian/perubahan/penutupan)
Satuan Pendidikan Usia Dini dan apabila:

a. Draf rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan
sesuai, maka Kabid DINDIK akan
menyetujuinya guna diteruskan kepada
Sekretaris DINDIK;

b. Draf rekomendasi teknis dinyatakan belum
sesuai, maka draf dikembalikan kepada
Pelaksana DINDIK dengan memberikan
catatan PERBAIKAN.

7. Sekretaris DINDIK Menerima dan memeriksa
draf rekomendasi teknis (persetujuan
penolakan)(pendirian /perubahan/penutupan)
Satuan Pendidikan Usia Dini dan apabila:

a. Draf rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan sesuai,
maka Sekretaris DINDIK akan memberi
persetujuan guna diteruskan kepada Kepala
DINDIK;

b. Draf rekomendasi teknis dinyatakan belum
sesuai, maka draf dikembalikan kepada
Pelaksana DINDIK dengan memberikan
catatan PERBAIKAN.

8. Kepala DINDIK menerima dan memeriksa draf
rekomendasi teknis (persetujuan/penolakan)
Satuan Pendidikan Usia Dini, dan apabila:

a. Draf rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan
sesuai, maka Kepala DINDIK akan
menandatangani/mengesahkan guna
dikirimkan kepada Kepala DPMPTSP;
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10.

11.

12.

13.

14.

b. Draf rekomendasi teknis dinyatakan belum
sesuai,  maka dikembalikan kepada
Pelaksana DINDIK dengan memberikan
catatan PERBAIKAN.

Kepala DPMPTSP menerima rekomendasi teknisﬂ

(persetujuan/penolakan) izin Satuan

Pendidikan Usia Dini guna memberikan

disposisi penerbitan (SK izin/penolakan)

Satuan Pendidikan Usia Dini;

Back Office DPMPTSP menerima disposisi

pembuatan surat (Izin/penolakan)

(pendirian /perubahan/penutupan) Satuan

Pendidikan Usia Dini guna diajukan

persetujuan Kabid pada DPMPTSP;

Kabid pada DPMPTSP (Izin/penolakan) Satuan

Pendidikan Usia Dini,apabila:

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Kabid akan
memberikan persetujuan untuk diajukan
kepada Seretaris DPMPTSP;

b. Draf dinyatakan belum sesuai, akan
dikembalikan kepada Back Office
DPMPTSP dengan memberikan catatan
perbaikan.

Sekretaris DPMPTSP Menerima dan memeriksa

draf (izin/ Penolakan) Satuan pendidikan usia

dini, dan apabila:

a. Draf Izin/penolakan dinyatakan sesuai,
maka Sekretaris DPMPTSP akan
menyetujuinya guna diteruskan kepada
Kepala DPMPTSP untuk
ditandatangani/disahkan;

b. Draf Izin/ penolakan dinyatakan belum
sesuai, maka dikembalikan kepada Back
Office DPMPTSP dengan memberikan
catatan PERBAIKAN.

Kepala DPMPTSP Menerima dan memeriksa

draf (izin/surat penolakan) satuan pendidikan

usia dini, dan apabila:

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Kepala
DPMPTSP akan
menandatangani/mengesahkan guna
diserahkan ke Back Office DPMPTSP.

b. Draf izin/ penolakan dinyatakan belum
sesuai, maka dikembalikan kepada Back
Office DPMPTSP dengan memberikan
catatan perbaikan.

Back Office DPMPTSP Menerima (SK izin/surat

penolakan) Satuan Pendidikan Usia Dini yang

telah ditandatangani Kepala DPMPTSP, dan
melakukan penyerahan
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dengan cara:

a. Diambil secara langsung melalui Front
Office DPMPTSP;

b. Dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan
metode COD.

15. Pengiriman (SK izin/surat penolakan) Satuan

Pendidikan Usia Dini yang telah ditandatanga
ni Kepala DPMPTSP;

Pelaku usaha Menerima (SK Izin/Surat
Penolakan) (Pendirian/Penutupan) Satuan
Pendidikan Nonformal.

Jangka waktu
pelayanan

30 Hari kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Layanan 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;

2. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Usia Dini;

3. Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Usia Dini
Penanganan 1. Secara langsung melalui help desk dengan
pengaduan, nomor telpon (0281) 7775030 atau nomor
saran, dan WhatsApp 085292472536;
masukan/ 2. Tulis dalam bentuk surat yang ditujukan
apresiasi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten

Banyumas
3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu:

c. Nomor WhatsApp dan SMS melalui
08112626116

d. Instagram pada akun @Aduan Banyumas

e. Facebook pada akun @Aduan Banyumas

f. Twitter pada akun @Aduan Banyumas

Melalui faximili (0281)624521

Melalui email dengan alamat

dpmpptsp.banvumaskab@gmail.com

. Melalui website dpmptsp.banyumaskab.go.id

atau mpp.banyumaskab.go.id

. Melalui Instagram dengan akun

@dpmptsp_banyumas atau @mpp_banyumas
Melalui facebook dengan alamat Mal
Pelayanan Publik Banyumas

. Melalui Twitter dengan alamat

@MppBanyumas.




Komponen Manufacturing

NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

5. Peraturan Bupat Banyumas Nomor 37 Tahun
2021 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyumas

6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

2. | Sarana dan 1. Ruang tunggu yang representatif dengan
Prasarana, dan/ dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok
Fasilitas baca, ruang laktasi, ruang nursery, ruang

bermain anak, toilet biasa dan

disabilitas, free charger hand phone, televisi
Ruang Rapat

Lemari Dokumen

Komputer

Printer

Telephone

Faximile

Scanner

10. Alat tulis kantor

il c e Bl




11. Mushola

12. Kantin

13.Toilet

14. Area Parkir
15.Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

Berpenampilan menarik (senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar  pelayanan
minimun dan informasi public;

Mampu berkomunikasi secara lisan dan
tulisan dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama tim;

Mampu mengoperasikan computer;

Mampu dan memahami penggunaan aplikasi
OSS dan aplikasi lainnya.

Pengawasan
Internal

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang
dianggap penting;

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

langsung melalui CCTV maupun aplikasi
yang dapat dipantau secara langsung di
ruang kerja Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau melalui rapat tim teknis
serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

Jumlah Pelaksana

6 (enam) orang

Jaminan Pelayanan

1.

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas
pelayanan sesuai dengan kompetensinya;
Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan
standar operasional prosedur;

. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap

ramabh, teliti, cekatan /responsif,komunikatif,
sopan dan santun.




1 2 3
7. | Jaminan 1. Produk layanan dijamin dengan
Keamanan dan menggunakan tanda tangan elektronik yang
Keselamatan sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai
Pelayanan 2. Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi
Negara;

3. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
praktek percaloan, pungutan liar dan suap.

8. | Evaluasi Kinerja . Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei
Pelaksana Kepuasan Masyarakat secara online yang
dilakukan setiap hari, kemudian disusun
laporan hasil survei kepuasan masyarakat
setiap satu bulan sekali;

. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi

yang dilaksanakan secara periodic;

3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan
dari atasan langsung terkait kinerja dan
kedisplinan.

NO JABATAN PARAF BUPATI BANYUMAS,
1 | Sekda e -— ﬂ' T
2 | Plt. Asmin ﬁ‘ — |
3 Kabag Hukum CF\ SADEWO TRI LASTIONO
+ Plt. Kepala J
DPMPTSP WX
5 | Kabid Sekko Kesra I %
6 JF PP Ahli Madya
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 22| TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN SEKTOR
PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

85121 Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (Ruang Lingkup Sekolah
Dasar Dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Yang Dikelola Oleh

Swasta);

85122 Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (Ruang
Lingkup Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa Yang Dikelola Oleh Swasta)

Service point
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1. Persyaratan A. PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH

1. Surat Permohonan Pendirian kepada Kepala
DPMPTSP Kabupaten Banyumas
2. Dokumen lainnya :
a. Hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan Pendidikan formal dari
segi tata ruang, geografis, dan ekologis .
b. Dokumen lingkungan
PBG
Hasil studi kelayanan tentang prospek
pendirian satuan Pendidikan formal dari
segi prospek pendaftar, keuangan, social
dan budaya antara lain sebagai berikut :
- Data anak usia sekolah
- Data sekolah yang ada disekitarnya
- Data sumber dana yang akan dikelola
- Informasi dukungan terkait dengan
sosial dan budaya

R
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e. Data mengenai perimbangan antara
jumlah satuan pendidikan formal
dengan penduduk usia sekolah di
wilayah tersebut;

f. Data mengenai perkiraan jarak satuan
pendidikan yang diusulkan di antara
gugus satuan pendidikan formal sejenis;

g. Data mengenai kapasitas daya tampung
dan lingkup jangkauan satuan
pendidikan formal sejenis
yang ada;

h. Data mengenai perkiraan pembiayaan
untuk kelangsungan Pendidikan yang
terdiri dari :

- RAB (Rencana Anggaran Belanja)
/RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran
Sekolah) dalam 1 (satu) tahun
akademik

i. Data mengenai status kepemilikan tanah
dan/atau bangunan satuan Pendidikan
yang terdiri dari :

- Sertifikat/Letter C atas nama
penyelenggara.

- Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)/Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG)/Surat Pernyataan
Komitmen untuk memproses
Persetujuan Bangunan Gedung
(PBQG)

- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)/Surat
Pernyataan Komitmen untuk
memproses Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)

- Sertifikat/Letter C dan Perjanjian
Sewa Menyewa /Perjanjian Pinjam
Pakai atas bangunan apabila
bangunan bukan milik
penyelenggara.

j- Isi Pendidikan :

1) Kurikulum
2) Informasi terkait dengan perangkat
pembelajaran

k. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan;

1) Daftar nama, jenis, jumlah dan
kualifikasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
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2) Ijazah seluruh Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
3) KTP seluruh Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
4) Sertifikat terkait dengan profesi bagi
seluruh Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1. Sarana dan prasarana Pendidikan;
1) Daftar sarana dan prasarana
Pendidikan
2) Foto sarana dan prasarana
Pendidikan
m. Pembiayaan Pendidikan
-RAB
n. Sistem evaluasi dan sertifikasi yang
terdiri dari :

1) Standar pelayanan dan standar
Operasioanal Prosedur Evaluasi
Penyelenggaraan Pendidikan

0. Manajemen dan proses Pendidikan.

1) Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan
Pendidikan

2) Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur Proses
Pendidikan

p. Rencana Induk Pengembangan Sekolah

(RIPS) yang memuat antara lain:

1) Visi dan misi;
2) Kurikulum tingkat satuan
Pendidikan (KTSP);
3) Sasaran usia peserta didik;
4) Pendidik dan tenaga kependidikan;
5) Sarana dan prasarana;
6) Struktur organisasi;
7) Pembiayaan,;
8) Pengelolaan;
9) Peran serta masyarakat; dan
10) Rencana pentahapan pelaksanaan
pengembangan selama 5 (lima)
tahun.
q. Nomor Induk Berusaha
B. PERUBAHAN NAMA ATAU BENTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
1. Surat Permohonan Perubahan Satuan
Pendidikan Kepada Kepala DPMPTSP
Kabupaten Banyumas
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2. Dokumen lainnya :
a. Izin Pendirian yang telah dimiliki
b. Berita acara perubahan.

C. PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan dengan
pencabutan izin penyelenggaraan satuan
Pendidikan dan penghentian segala kegiatan
pendidikan secara formal,
1. Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan
apabila :

a. Tidak memenuhi persyaratan
penyelenggaraan pendirian satuan
Pendidikan diantaranya sebagai berikut:

b. Satuan Pendidikan tidak dapat
memenuhi syarat minimal peserta didik
untuk setiap rombongan belajar dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin
pendirian satuan Pendidikan diberikan;

c. Satuan Pendidikan tidak dapat
memenuhi syarat minimal guru dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin
pendirian satuan Pendidikan diberikan;

d. Tidak dapat meningkatkan standar mtu
prasarana untuk kegiatan pembelajaran
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
izin pendirian satuan Pendidikan
diberikan.

e. Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak
menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran.

2. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah diikuti dengan :

a. Penyaluran / pemindahan peserta didik
kepada satuan Pendidikan lain yang
jenjang dan jenisnya sama
Penyerahan asset milik daerah dan
dokumen lainnya yang dikelola oleh
satuan Pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah daerah kepada kepala dinas;

b. Penyerahan aset milik satuan Pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat
diatur oleh badan penyelenggara satuan
Pendidikan tersebut; dan

c. Penyerahan arsip milik satuan Pendidikan
kepada pengelola arsip daerah setempat
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3. Dokumen Persyaratan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah:

a. Surat Permohonan DPMPTSP Kabupaten
Banyumas;

b. Dokumen penyerahan aset milik satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat diatur oleh badan
penyelenggara satuan Pendidikan dasar

c. Dokumen penyerahan aset milik satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat diatur oleh badan
penyelenggara satuan Pendidikan dasar
tersebut;

d. Dokumen penyerahan arsip milik satuan
Pendidikan kepada pengelola arsip daerah
setempat;

e. Dokumen penyaluran/ pemindahan
pendidik dan/ atau tenaga pendidik;

f. Dokumen penyelesaian laporan keuangan.

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Izin
(pendirian /perubahan/penutupan) Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Front Office DPMPTSP Menerima surat
permohonan(pendirian /perubahan/penutupan
) dan memastikan kelengkapan berkas
permohonan melaui uji administrasi;
a. Permohonan dinyatan lengkap, maka akan

diterima dan diverifikasi oleh Petugas BO
DPMPTSP.
b. Permohonan dinyatakan belum lengkap
Permohonan dikembalikan ke Pemohon
dengan catatan kekurangannya.

3. Back Office Menerima surat
permohonan(pendirian /perubahan/penutupan
) beserta kelengkapan persyaratannya dan
melakukan verifikasi :
a. Permohonan dinyatan lengkap dan benar,

maka akan mengajukan Surat Permohonan
Rekomtek yang ditandatangani Kepala
DPMPTSP.
b. Permohonan dinyatakan belum lengkap
dan benar Permohonan dikembalikan ke
Pemohon dengan catatan kekurangannya

4. Surat permohonan rekomendasi teknis
(pendirian /perubahan /penutupan) yang
sudah ditanda tangani kepala DPMPTSP
Kabupaten Banyumas dikirim ke Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas;
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. Pelaksana DINDIK Menerima Surat
Permohonan Rekomendasi teknis
(pendirian/perubahan/penutupan) satuan
pendidikan dasar dan menengah dari Kepala
DPMPTSP dan melakukan Penilaian Kelayakan
Teknis Dokumen izin sekolah (SD/SMP),
apabila:

a. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan
lengkap dan benar, maka dibuat draft
Rekomendasi teknis
(pendirian /perubahan/penutupan) izin,
kemudian meneruskan kepada Kepala
Bidang pada DINDIK;

b. Hasil verifikasi dokumen persyaratan
dinyatakan perlu untuk diperbaiki, maka
mengembalikan permohonan kepada
Pemohon disertai dengan menyampaikan
informasi catatan perbaikan pada Catatan
Pengembalian.

. Kabid pada DINDIK Menerima dan memeriksa

Draft Rekomendasi teknis

(pendirian /perubahan/penutupan)Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah, dan apabila:

a. Draft dinyatakan sesuai, maka Kabid
(SD/SMP) akan menyetujuinya guna
diteruskan kepada Sekretaris DINDIK;

b. Draf dinyatakan belum sesuai, maka
dikembalikan kepada Pelaksana DINDIK
dengan memberikan catatan PERBAIKAN.

. Sekretaris DINDIK Menerima dan memeriksa

Draft rekomendasi teknis

(pendirian/perubahan/penutupan) izin satuan

pendidikan (SD/SMP) oleh Sekretaris DINDIK,

dan apabila:

a. Draft Rekomendasi teknis
(persetujuan/penolakan) dinyatakan
sesuai, maka Sekretaris DINDIK akan
menyetujuinya guna diteruskan kepada
Kepala DINDIK untuk
ditandatangani/disahkan;

b. Draft dinyatakan belum sesuai, maka Draf
dikembalikan kepada Pelaksana DINDIK

dengan memberikan catatan PERBAIKAN.

. Kepala DINDIK Menerima dan memeriksa

Draft rekomendasi teknis

(persetujuan/penolakan) satuan Pendidikan

SD/SMP) oleh Kepala DINDIK, dan apabila:
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11.

12.

13.

a. Draft Rekomtek dinyatakan sesuai, maka

Kepala DINDIK akan
Meneandatangani/mengesahkan guna
dikirimkan kepada Kepala DPMPTSP;

. Draft Rekomtek dinyatakan belum sesuai,

maka Draft Rekomtek dikembalikan
kepada Pelaksana DINDIK dengan
memberikan catatan PERBAIKAN

9. Kepala DPMPTSP Menerima Rekomendasi
Teknis (persetujuan/penolakan) izin
(pendirian /perubahan/penutupan) satuan
pendidikan dasar dan menengah guna
memberikan disposisi penerbitan (SK
izin /penolakan) satuan pendidikan dasar dan
menengah,;

10. Back Office DPMPTSP Menerima Disposisi

Pembuatan surat (SK izin/penolakan)

(pendirian /perubahan/penutupan)Satuan

Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah guna diajukan persetujuan oleh

Kabid PPM Sekko Kesra DPMPTSP

Kabid PPM Sekko Kesra Menerima dan

memverifikasi Draf(Izin/penolakan) satuan

pendidikan (SD/SMP) oleh Kabid Sekko Kesra
dan apabila:

a. Draf dinyatakan telah sesuai, maka Kabid

DPMPTSP akan memberikan persetujuan
dan diajukan kepada Seretaris DPMPTSP;

. Draft dinyatakan belum sesuai, maka

Draf izin akan dikembalikan kepada akun
BO DPMPTSP untuk dilakukan peninjauan
dengan memberikan catatan perbaikan.

Sekretaris DPMPTSP Menerima dan
memeriksa Draft (izin/penolakan) satuan
pendidikan (SD/SMP) oleh Sekretaris
DPMPTSP, dan apabila:

a. Draf dinyatakan sesuai, maka Sekretaris

DPMPTSP akan menyetujuinya guna
diteruskan kepada Kepala DPMPTSP untuk
ditandatangani/disahkan;

. Draf dinyatakan belum sesuai, maka

dikembalikan kepada Back Office DPMPTSP
dengan memberikan catatan PERBAIKAN.
Kepala DPMPTSP Menerima dan memeriksa
Draf (Izin/penolakan) satuan pendidikan
(SD/SMP) oleh Kepala DPMPTSP, dan
apabila:
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a. Kepala Draf dinyatakan sesuai, maka
Kepala DPMPTSP akan
menandatangani/mengesahkan guna
diserahkan ke Back Office DPMPTSP

b. Draft dinyatakan belum sesuai, maka
dikembalikan kepada Back Office
DPMPTSP dengan memberikan catatan
PERBAIKAN.

14. Back Office DPMPTSP Menerima (SK
izin /surat penolakan) satuan pendidikan
(SD/SMP) yang telah ditandatangani Kepala
DPMPTSP, dan melakukan penyerahan
dengan cara:
a. Diambil secara langsung melalui Front
Office DPMPTSP;
b. Dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan
metode COD;
15. Pemohon Menerima (SK Izin/Surat
Penolakan)
(Pendirian /Perubahan /Penutupan) Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah

Jangka waktu
pelayanan

30 Hari Kalender

Biaya / Tarif

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Layanan

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah

- Izin Perubahan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah

- Izin Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah

Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/
apresiasi

1. Secara langsung melalui help desk dengan
nomor telpon (0281) 7775030 atau nomor
WhatsApp 085292472536,

2. Tulis dalam bentuk surat yang ditujukan
kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Banyumas

3. Melalui lapak aduan banyumas yaitu:

- Nomor WhatsApp dan SMS melalui
08112626116

- Instagram pada akun @Aduan Banyumas

- Facebook pada akun @Aduan Banyumas

- Twitter pada akun @Aduan Banyumas

4. Melalui faximili (0281)624521

5. Melalui email dengan alamat
dpmpptsp.banyumaskab@gmail.com

6. Melalui website dpmptsp.banyumaskab.go.id.
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. atau mpp.banyumaskab.go.id
. Melalui Instagram dengan akun

@dpmptsp_banyumas atau @mpp_banyumas

. Melalui facebook dengan alamat Mal

Pelayanan Publik Banyumas

Melalui Twitter dengan alamat
@MppBanyumas
Komponen Manufacturing
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 K
1. | Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

. Peraturan Menteri Pendidikan dan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

. Peraturan Bupat Banyumas Nomor 37

. Surat Edaran Sekretaris Jenderal

tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
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Sarana dan
Prasarana, dan/
Fasilitas

PR =1 Oh O R QO 0

1. Ruang tunggu yang representatif dengan

dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas,
pojok baca, ruang laktasi, ruang nursery,
ruang bermain anak, toilet biasa dan
disabilitas, free charger hand phone, televisi
Ruang Rapat

Lemari Dokumen

Komputer

Printer

Telephone

Faximile

Scanner

9. Alat tulis kantor
10. Jaringan Internet
11. Area Parkir

12. Mushola

13.Kantin
Toilet

Kompetensi
Pelaksana

N

1. Berpenampilan menarik (senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);

2. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-

undangan terkait standar pelayanan
minimun dan informasi public;

4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan

tulisan dengan baik;

5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan

efisien;

6. Memiliki kemampuan kerjasama tim,;

Mampu mengoperasikan computer;

8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi

OSS dan aplikasi lainnya.
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Pengawasan
Internal

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

periodik melalui rapat evaluasi dan rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang
dianggap penting;

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara

langsung melalui CCTV maupun aplikasi
yang dapat dipantau secara langsung di
ruang kerja Kepala Dinas;

Kepala Bidang melakukan verifikasi
dokumen perizinan dan atau melalui rapat
tim teknis serta melaporkan kepada Kepala
Dinas.

Jumlah Pelaksana

6 (enam) orang

Jaminan Pelayanan

1.

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas
pelayanan sesuai dengan kompetensinya;
Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan dan
standar operasional prosedur;

Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap
ramabh, teliti, cekatan/responsif,
komunikatif, sopan dan santun.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

. Produk layanan dijamin dengan

menggunakan tanda tangan elektronik yang
sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai
Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi
Negara;

Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
praktek percaloan, pungutan liar dan suap.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan

mekanisme sebagai berikut :

a. setiap pemohon izin akan diarahkan
untuk mengisi formular SKM,

b. pengumulan dan pengolahan data

c. analisia data dan veluasi

d. kemudian disusun laporan hasil survei
kepuasan masyarakat setiap satu bulan
sekali.
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. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi
yang dilaksanakan secara periodic;

. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan
dari atasan langsung terkait kinerja dan
kedisplinan.

NO JABATAN PARAF BUPATI BANYUMAS,
1 Sekda E j-
2 Plt. Asmin
3 Kabag Hukum - SADEWO TRI LASTIONO
-
4 Plt. Kepala
DPMPTSP
5 | Kabid Sekko Kesra g
6 JF PP Ahli Madya

A
'qtd
&

U

-




SVINNANVY NHLVdNEVI HV.LNIIHINHd VAVd
HVONIANAN NVA JVSVA NVIIAIANAd NVNLVS NVANLANAd NVA ‘NVHVENJAd ‘NVIRIIANAD
ANAISOUd "TVNOISVIHIO dVANVLS

SVINNANVE NHLVdNEV HV.LNIIHNHEd VAVd

NVIIAIANAd JOLMHS NVNIZIHd NVVIVOONHTHANHL
ANATSOAd TYNOISVIHJO JVANV.LS NVA NVNVAVTHd dVANV.LS
ONV.LNHL

GZ0C NNHV.L \zZ  JONON

SVINNANVYL ILVdNd NVSNLNdHEX

IA NVAIdINVT



eAPeI TV dd 40 9

BISA) OIS ProEN S

dS1dNdQ Breday] 314 v

womy Seqey €

sy Hd z

q_.xum_ﬁ

NVIVEvr — ON

‘eAUSIUS| UEBUDP [eNsos BIEPIP Uep JBJedIP iUl JOS [ISBH

“urey Sued sosord mmureSusdurow weye Byeur Jeuaq weduap UeNNYBNpP PN Ul JOS erqedy

¢ NVLVONINEd

: NVVIVANEd NVA NVLVIVONId

jedey Sueny ‘g
Joyue)] siMy, ey ‘L

uodap], ‘+
suluQ ueuRZIR] IBNdY ¢

jouu] weduLrep ‘9 JIUUBDG JINULld ‘2 )

uLwjo( weuly ‘¢ sondumioy] ‘| dMS3 UBueABRd JOS 1
! NVAVHONTTIHAL /NVLVIVEED ¢ NVLIVEALEA

ueur{e[ad rEpUBIS pad 3 $10T UNYE, ST JOWON ISBHONE [SBurio)ey] uep eredoy Jmeedy Bedepuad 1 W UBIMBId] 9

‘19ndwoy ueiseiododuomw ndureyy £

‘mir) wuresel1] vendureway pIWRKN 9 I eIs() Jeuy UeNIpIpusd uernjes uelipusd Suejus) 10z UNYE], $§ JOWON UeBABpnqo)] Uep UBNIPIpUdd LSjUS TemisIad [

JURISR UBP JTIMaJo UBBUSP ISBUIPIOO3ISq el ¢ &

Hreq UBBUSP UBSIN} UBP UES]] BIBOOS [SB{IUNTWONISG NAWEN + muig nyes npedisj, weuelsd weerediuseius 3uwrelus) $107 Unye], L6 JOWON UIPISdld Uermierad b

Sqnd [SeuLIopul Uep unwuul
ueteAered repuwys eI eduspun-Suspuntad Sueyum uenyeysluad pTWON € yere( ueyejuuemad Sweiual 10z unye ez JowoN Suepun-suepu) [
Lmpasoid reuotserad( repuels resenSusy 7 Jngngd ueueseRd Suejus) 600z unysy, ¢z JowoN duepun-Suepun z
! edus,

‘umues uep uedos ‘edes ‘weres ‘amiuss) yueuow vepdursuadiog | emelq surdoid wedunyBur] urerep usjednqey] Yersep-yeloeq ueyjueqmad Suejua 0gel unie, ¢1 Jowoy Buepun-suepun 1

| : NOMOH 3VSVd

! VNVSHVTIA ISVHIIITVAH

i eis() ysuy

juexIpipuad tenjeg vedninuad uep ‘Usyeqnisd ‘UBMIpusq dOs VRVN
| ONOILSVT RIL OMIAVS
‘SVMOANVE LLVd0d HA'TO NVIHVSIA
JLLNEIT TVODNVL
ISIAGH TVODNVL
NVIVAGREd TYDONVL

dOS HOWON

SVINANVE NALVANEVH HVLNINAWAL




‘uefequIauag ueele) eped usyreqiad
iseuLiojuy uesredi ueBusp relssip

yourag epeday yoursad uexEq!
exyew ‘preqiadip ymun nuad usyeyeAup
uejereAsiad USUNOP ISENIJLILA [ISBH 'q

sewniueg ‘1syjog epeday Bpeday uB)SNIDUAW
‘qey APpuia uepnway ‘(wednynued /veyeqniad /uspuad)
weuoyounad| SIfR], BIEOY SIUN9) ISBPUSUIONY
seje [seIse] | Byuag /stua) eIp JenqIp Bxew ‘reusq uep dexBual
Jedesr| sepUSWIONT ueyBjeAUIp UsWINOp uwesyuawad [IseH ‘B
ueyne[p 8Id T ueuIZuad seiqede
jedep| usuoyourad UBUOYOULIS] (1l STUN2, UByBABIA) UBMB[IUS] UBHNBY:
‘Blepuy sByIaq sexieg ‘7 bl wuas usuoyound uedesBusiey uep dSIdNIA
viuepe IsepifeA SIUY) ISEPUSIONaL ereds) Lep YeBuausp uep Jese(q UBNIPIPUS]
uBNWAIP | UBp ISBHLIA UBUOYOULID] wemes (wedninuad /ueyeqniad /ueurpuad)
epqedy TIseH ‘1 jeung ‘1 SIU39) ISEPUSWION9Y UBUOYOULIZ] JBING BWLISUIN
SEI5q TBUOYOULISA
1epuRy nynq uejeredsiod
ureep syuyoy seyaog ‘7 sewnfueg usyednqey UBNIPIPUA] SBUIQ
1SBPUSWONY sty 93 wupIp sewniueg usrednqey dSLANJA Breday
UBUOYOULI] ISBPUSWIONIY uBuejepueyp yepns Sues Ui BISn UBYIPIPUS]
jBINg UBUOYOULID] uenyeg (wedminuad /ueyeqnaiad /vepuad)
BUWILIDY, BPUB], Jeung ‘1 STUN3) ISEpUSWONal usuoyourad Jeing
B 3 -~
uoyowsd 33 UBHI[EqUIINIP UBUOYOULIA] Jeuaq
ueuIZLISg ® uep dex8us| wn[eq UeyeIRAUIP UBUOYOWIA] 'q
uBUOyOWad dSIdNdQ ereday] ruedusyepueip Suek
sejIg T i i youwad yeans f uBe
wyew ‘reusq uep dexdus| usieAuip youLad B
sInpR], ‘dexBuaj ep) | ISEyYLIeA UBnIBlW
1SBPUIONY ueyBjR AU uep vlutejeredsiod uedeyBus(ay BlIasaq
uBUOYOULI] Bued jsensiunupy di d /ueyqeqnied /werpuad) yoursed
jBIng ifn uuoyg 1 7BINS BWLIDUSN
(sd1¥) yeposes
ueBusquiaBuag
HNpU| BUBOUSY'6
uye] uvesenduad ‘BAuuEBUBINRY UBIBIBO
nyng '8 uBBUSp UOYOWS] ) UBNIEqUISHIP UBUOYOULIS]
msfoq dexBua| wnjoq UeNeIRAUWIP WBUOYOWLIA] q
“19) JBINg L dSLdNda
“yefed seBn] usloUl O sE8N19d YI[0 ISENJUSAIP UBp BWLANIP
ueyessum uep snan8uad uexe exew ‘dexdus] ueysAurp qouwdd ‘8
Jedepus) x| uBunNSNg'9 deyBuayip
uesnfuseu MIpuad diy 24'S simun uoyowad Bpeday sexIoq UBIEqUaBUsW
yedep yeply, -| dexBuo] e18p Odd 'y s 04 seBmad dexBua] wnjeq [sBNSIUTIUP
dmsy) sefed | ueseredusw SBUIN[ET WOy e sexieq Bqedy ‘rsensmunupe ifn mepw
qifem smeg Bued uweBunyBur] yod ' A\ yourrad sey1oq wedeyBua(ey ueyn
ISBULIJUOY| |  ISBNS{URIPY ‘Bueny uep (vedminuad /weyeqniad / ueurpuad)
$9801J ifn w0y )8, UBINSISIAY ‘[ ueuoyouad JBINS BUILISUSH
uedexBus|oy sewnfueg ‘qey
sexuag ‘7 dSILdNAQ 9% YeBUSUSN uep Jeseq UBNIpPIpUad
uBUOYOULI] uenyeg uz] (wedninuad /veyeqniad / ueHipuad)
jeIng ‘1 ueuoyouLad uweynfe8usiy | 1
61 8T 91 ST b1 €1 (4] 1T 01 9 v z T
NV vasa
v s LIVNEAL MIGNIa ouxas
13 104100 NVAVHONZIEN | 1SENOQNI |mivanmov| OIS | WIS | onvaig | ad iswas Wad -a .
§0d 1d sYonlad VIVAEX VIVdaEx DNvValg
ViTINEs
VIVdEX
NAvVE NLOW VYNVSHVIEd




dSIAWAQ BIS3Y O39S Wdd

pIqey yajo uenfnesiad wexnferp vund 20gj0 ¥oed
seBniad yojo YeBUSUS UBp JUSB( UBHIPIPUS]

1/ qnuad / venpuad)

Eﬁd.o:& / SN: JRINS JRIp

qUISd UBNYB[oW UBp | 14 ewHRuIN

‘qeBuaua UBp Jese(q UBNIPIPUad UBNES
(urexyeiouad /urz]) uenqiouad 1sisodsip uByAqUISUT
wvund yeBususp uBp JeSB( UBHIPIPUI]

uemeg (wvedmnuad /veyeqniad /usuipuad)

uizi (ueselouad /uen(nyasiad)

SIS, ISBPUSWONY BUILISUIN

uBye[ousq
j8Ing / urz]
uswnyjoq

disae
uswnjoq

Bl1oy LBy |

‘ueyreqiad UBlEIEO UBUAqUIDW UeBusp YIANIA
BUBSHBR] %&3. UeNiequIaRIp s_uE ‘rensos

wnpq 1P STUME) 1S8p
mw.Ezmo wreday uvg%:

USNWHR{P Bund weyy
uexe Eaz_a Bredoy wyew
‘rensas uBNBIBAUIP SIUY9) IS8 {o1 Jeaq 8
eliqede wep ‘YIANIA Breday yojo yedususy uep
Jese( uBYIpIpUad uBnIes (Uee[ouad /uenimasiad)
STUX9) ISEPUSWONI JBI(] BSHLISWSW UBpP BUILISUSN

usyejouad

urzj uswnsioq

Bly wey |

‘ueNBqIad UBIEIBY UBYHAQUIAWE

P MIANIA {e[od epedsy UByIequISYIp
FOIQ B3O ‘Tensss WIN[Rq UERAUIP Jeid 'q
‘ueyyesip/iueBueiepuelp yniun YIANIAQ
Breday epeday ueysnua)p vund vAumimaiusw
uexe NIANIA SLElRINoS BxBL ‘ensas

Aurp [ d /ueyeqniad /uen(masiod)
SIU33) [SEpUALONaI Jeiq "8

‘efiqede uep ‘YIANIQ

SUBADPS Yoo YEBUSUS UBp Jese( UBIPIPUSd
uenjeg (wedmnuad /usyeqniad /uelpuad)

SIU9) ISBPUSLUIONAT JBI(] BSHLISWAW UBP BUILISUIN

uespejouad
[uez
usurnsoq

Blay uey |

ueuZIad
UBUOYOULIS]
sesjieg ‘T

SIU3) 1SEPUSLIONAI
Jains ‘1

uBeqiad UEeyeo UBNLaqUIA
P MIANIA Te[od { UBNI[equIaXIp
BB ‘TENSIS WNjaq Es&sv Jeid 'q

‘MIANI] SHE1Rmes Bpeday
ueysnIap sund eAumfmalusw wee YIANIQ
eped pige)] ByBW ‘rensas ueyslBAUIp eI ‘B

seiqede uep YIANIA

eped pigey Yo[o YEBUSUSN UBp Jese( UBHIPIPUS]
uenyeg(wedninuad / ueyeqniad / uelipuad)

SIUN9] ISEPUSLIOHAT JBIP BSHLAWAW UBp BWLISUIN

VAW

:S:wn.ﬁm UBJo1BO UBHLISQUISUI

P MIANIA ferad vpeday uBeqUISYIP

JIp B3feu ‘[Ensos WMo UBNEIRAUIP Fid ‘q
aigvy epeday ueysniap

eund sAumfmoAusw uexe YIANIA eped ISVY
wyBW ‘tensas uewIBAup (Ueejouad /uenimasiad)
SIU9) ISBpUSWONRY Jei( B

‘efiqede wep ‘YIANIA

Vavd ISY) Ydlo YyeBususi uep Jese(] UeNIpIpUad
uwemes uizl (wednnued / ueyeqniad / weuipuad)
SIUN2] [SEPURLIOY 2] JEJP BSYLISWIW UBp BUILIDUIN

61

81

A

91

ST

ja

[4]

11

(1]




uoyouwad
empef rensag

el
BIS() UEHIPIPUAd Uenieg (redminuad /ueLIpuad)
(uBBIOUad TBINS /UIZ] }§) BUILISUI

BIS2UOPU] SO
Ld [empsf rensag

dSIdNddA
uvsmux uewiBuad H_uus seje uswBuad

ey uep UOU { UBNWBuaN

oy LBy |

‘doo spojeut

ueBuap IsauOpU] Sod Ld IN[e[aW WHBA 'q
‘dSIdNda

20O 1uody nfepewr JunsBue| BIeOds [IqUEl] B
mese0 welusp

ueyBIaAUSd UeNNNEPW Uep ‘dSIdNA Breday
P ys[e) Busf y N UBp JesB(]

:S_.v__u:um :nEum Eu&c_ocoa / SN: VUILIDUIN

elioy wey |

AV

NVNIVENEd Ue181ed uByLoquou UeBusp
dSLAWAQ 0UJO 3o8d Bpedss USHIeqUISHID
VoW ‘fensas wn[aq ueyeIeAuIp yeid ‘q
mmEs_mo 30JO Hoed 9% UeNyeIIsIp Bund
L ueye dSLdNdd
!&u& S_uE i:mvn ueyeIRAUIp JOI(] ‘B
‘efiqede uep ‘dS1dNdd

ereday ys[o [l 8IS UBYIPIPUd Uenjes
(uesfeouad /urz]) JeJ(] BSHMAWSW UEp BUILIDUSW

wlioy wey |

‘N Ivadad ueL.
dSIdNAd WO Hoed Bpeday .axin.:oxa
yBW ‘Tensas wnj2q ueyBlRAUIp JRid 'q
‘ueyyesip/jueBusiepuelip

Mun dSIdNAA ereday epeday

ueysnyp Bund vAumfmaiusw uwexe dSLdNdd
SLIBIaINOS BYBW ‘Tensas uByBIBAUIp JBIQ B
‘eiqede uep ‘dSIdNdd

SLElanes YRIO UK BIS() UBIPIPUS] UBIIBS
(wespejouad / urzi) 18Il BSHLSWILW UBp BWLISUSW

.axaﬂ& ueye)Bo

Uy jusfeIp yrun
dSLAWAA 2900 3oeg Bpeday USEQUISNIP B
U] jei(] eNBW ‘Tensss wnjaq ueyeyeAurp jeid ‘q
‘dSIANJa suejerss vpeday uexnfelp usp
uenfmastod UBNLIDQUISW UBYE BISSY O3S Wdd
PIqey| BYEW ‘fensss Ye[s) uexeisAuIp jeid B

sepqede uep BIsaY 03RS PIGEN
Yoo yeBusuS Uep Jese( UBNIPIPUS] Uenjes
(uesyejouad /upz]) Je(] ISBNULIGAWSL UBP BIULIDUSN

[3]

81

41

91

ST

b1

[43

11

o1




